[ SALINAN ]

BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 23 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOPPENG,

Menimbang :a. bahwa sehubungan dengan perubahan jumlah asumsi
pendapatan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025, perlu
melakukan penyesuaian terhadap rincian Alokasi Dana Desa
setiap Desa Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan
Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun



Menetapkan

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2025
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Soppeng Tahun 2025 Nomor 3);

Peraturan Bupati Soppeng Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata
Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi
Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Soppeng Tahun 2025 Nomor 1);

Peraturan Bupati Soppeng Nomor 21 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Soppeng Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA
CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata
Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 Nomor 1),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Rincian ADD setiap Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1) Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, perangkat
Desa dan BPD bulan November dan Desember disesuaikan dengan
ketersediaan pagu penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana diatur
dalam Pasal 8.

(2) Dalam hal pagu penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak cukup untuk membayar penghasilan tetap
dan tunjangan Kepala Desa, perangkat Desa dan BPD bulan November
dan/atau bulan Desember, dapat menggunakan dana ADD Tahap 1
(satu) atau tahap 2 (dua).



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI SOPPENG,
ttd
SUWARDI HASENG
Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 3 November 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,
ttd
ANDI MUHAMMAD SURAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025 NOMOR 23




